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PERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA

NCMOCR 48 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN GAJI/PENSIUN /TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA FEGAWAI NEGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA FENSIUN/TUNJANCGEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMHA ESa

FRESIDEN HE}PLBLIH INDONESIA,

bahwe  Pemerintah berkewnjiban  meninghkatlcan
kesejahterasn pegawni negeri, pejabat regara, dan
penerima  pensiun/ funjengan sebagai wujud apresiasi
Pemerintah atas prestasi dan pengabdian niereka pada
bongsa dan negara;

bahwa pamberian gaji/ pensiun/tunjangan bulan ketiga
belas merupakan salah satu upayva Pemerintah  dalam
meninglatken keselahteraan pegawai negers, pejabal
negora, dan senerima pensiun/ tunjangan:

bahwa  berdaserkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huril a dan huru® b gerta dolam
rangka  melaksanslon Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendupatan dan Belonja
Negara Tahun Anggarsn 2013, peria  menetaplan
Peraturan Pemerinzak tentang Pemberian Ga/i,/Pensiun/
Tunjengan  Bulan Hetiga Belas Deolam  Tahun
Anggnran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara,
dan Penerim;; Pensiun/Taniangan;

L. Pasal 5 aya: |2 Urdaqg-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tuhun 1345;
2. Undeng-lUndang .
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- Undang-Undang Nomor 5 Prps Trhun 1964 tentang

Pemberian  Penghargasn Tunjingan Kepeds Perins
Pergeralan Eebarganan/ Kemerdekaan {Lembaran Negars
Republik Inconesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Reoublik Indoneaia Nomor 2638);

- Undang-Undang Nomor & Tahun 1966 tentang

Pemberian FPensiun Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
dan Tunjangan Keoada Militer Sukarela Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomer 23,
Tambahan Lembaran  Negara Republike  Indonesia
Nomor 281 3);

Undang-Undsng Nomer 11 Tahun 1959 tenteing Pensiun
Pegawai den Penuiun Janda/Duda Pegawai {Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 1950 Nomor 42,
Tambahan lemtaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 2906);

- Undang-Undang Neror & Tahun 1974 tentang Pokolk-

Pokok Kepegawsian (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Takun 1974 Nomor 55, Tambahar embaran
Negara Republik Indanesia Nomor 3041] sebagaimana
telah  divkah dengan Undang-Undang Womor 4.2
Tahun 1999 [Lembiran Megara Republic Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambsahan Lernbaran Negarg
Republik Indonesia Nomear J890);

+ Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1078 tentang Hak

Keuangan/Administradf Presiden dan Wakil Presider
serth  Bekas  Presiden das  Bekas  Wakil Presiden
{Lembaran  Negara Hepublix Indonesia Tahun 1978
Nomor 52, Tambzhan Lembaran Negura Repuhblik
Indonesia Nomar 3128}

7. Undang Undang . . .
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tehun 1980 wntang Hak
Keuangan /Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga
Tertinggi/ Tinggl Megara serta Bekas Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggots Lembega
Tinggi Negaa (lembaran Negara Repubiic Indonesia
Tahun 1980 Nomor 71, Tembahan Lembaran Negarma
Repubiik Indones.a Nomor 3182];

8. Undang-Undang Nomor 14 Tehun 2002 tentang
Pengadilun Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 ‘Nomor 27, Tambahan Lembaran Negars
Republik Inddnesia Nomor 4 189];

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambaharnn Lembaran Negara Republik  Indoncaia
Nomor 4230);

10, Undang-Unrdang Nomar 24 Tahun 2003 tentang
Makkarmah Konstitusi [Lembaran Mepars Repuklilk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahar Lembaran
Negarn Republik lndonesia Nomor 4316] s=bagaimana
telah  diubah dengan Undang-Uncdang Nomor B
Tahun 20!1 (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomer 7O, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5226);

11. Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudigial (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
2004 Nomer 89, Tambahan Lembaran Megara Pepublik
Indonesia Momor 4415] scbagaimana  telah diubah
dengan Undarg-Undang Nomor 18 Tashun 2011
(Lembaran MNegara Republik Indonestn Tahun 2011
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Momor 5250);

12, Peraiuran . .
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Hak

17.

I8,

19,

Kevangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah den Bekas Kepela Daerah/Bekas Wikl Hepala
Daerah  serta  Janda/Dudanya  (Lembaran Negnra
Republik Indonesia Tahun 1980 Momor 16, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nammor 3160
schagaimana telah empat kali divbab terakhir denpan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 {Lembaran
Negara H-_-.puhl_ik Indonesia Tahuna 2000 Nomor 121}

Peraturan Pemerintsh Nomer 10 Tahus 1980 tentang
Pemberian  Tunjangan  Kehormawan Keparda Bekas
Anggota Komite Nasional Indonesia  Pusat den
Janda/Dudasya (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1980 Yomor 17) sebagaimans telak dus belas kali
diubah ternkair dengan Peraturan Pemerinigh Nomor 28
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republic Indanesis
Tahun 2013 Nomar 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentarg
Hak Keuangen/Adminisiratil Menteri Necgara dan Bekas
Menter! Negasa seria Janda/Dudanys (Lembaran Megara
Republik Indanesia Tahun 1980 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Nagars Republik Tndonesia  Neomor S184)
scbagmimana telah empat kali diubah terabhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122);

Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 1681 tentang
Perawatan, Tunjungan Cacad, dan Uang Duka Pegawai
Negeri Sipil (Lembaras Negara Republik Indonesia Trhian
1981 Nomer 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneeia Noraor 3194);

20. Peraturen . . .
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28, Peruturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2006 eniang
Hak Kevcangan/Administratif Bagi Ketua, Walkil Ketus,
dan Halkim Anggotan Mahkamah Konstituel, serta Mantan
Ketaa, Wekil Ketua, dan Hakim Angpoia Mahkamah
Konstitusi Beserta Janda/Dudanya (Lembuaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 91}

29 Peraturan Pemerntah Momor 13 Tahun 2208 tanting
Pernetapan Penshun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan
Umum, Perndilan Tats Usaha MNegara, dan Peradilan
Agama sertd Jande/Dudanya [Lembarai  Negara
Republik Indonesis Tahun 2008 Nomor 28);

30. Peraturan P=merintah Nomor 58 Tahur 2008 tentang
Hak Keuanpan/fdminiscratif Bagi Ketus, Wakil Kerua,
dan Angeots Dewan Perwakilan Dserah, serta Mantan
Ketua, Waki Ketun, dan Anggota Dewnrn Perwokilan
Daerah Beserta Jande/Dudanya [Lembernh Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122];

31. Peraturan Femerintah MNomor 39 Tahun 2010 tentang
Admunigiras.  Prajurit  Tentara Nasional [ndonesia
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tehun 2010
Nomor S50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 120);

32, Peraturan Pemetintab Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Hak-Hak Arggoin Kepolisinn Negare Republile Indonssia
(Lembaran Negera Republik Indonesin Tehun 2010
MNomor 57, Tamnbahan Lembaran MNegare < Republik
Inclonsain Nomor 5123);

A% PPeranuran . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang
Hak Keumngan dan Fasilitas Halkim varg Beradn di
Bawah Mahlamah Agung (Lembaran Negars Repubilik
Indonesia Tahun 2012 Nomar 213

-Peraturan Pemerinteh NMomor 25 Tahun 4013 tentang

Penetapan Fensiua Pokok Pensiunan Pegawni Negeri Sipil
dan Janda,Dudanva (Lembaran Negarss Republik
[ndonesin Talwn 2013 Nomor &0

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tEntang
Penetapan Pensivin Pokok Purnawirawsan, Warakawori
atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu, dan Tunjangan Orang Tus Tentara Nesiongl
Indonesia  [_embaran Negara  Republik  Indonesig
Tahun 2013 Nomor Bl);

- Peraturan Pemerintah Komor 27 Tahun 2013 tentang

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawarn, 'Warekawuri
atau Duda. Tunjangan Anak Yatim/Piatu, anak Yatim
Piatu, Tunjangan Orang Tua Kepolisian Megara Repubiik
Indonesia  [lembaran Negara.  Republik  Indonesia
Tahun 2013 Nemer 62),

MEMUTUSKAN;

Menectapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GAJL/

PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETOA BELAS DALAM
TAHUN ANGOARAN 2013 KEPADA PEGAWAl NEGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN {TUNJANGAN,

Pasn! 1

Dalam Peraturan Pemerintzh ing yang dimaksud dengan:

L. Pegawni .
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Pegawai Negeri adalah Pegawai MNegeri Sipil (PNS),
Anggota Teniara Nasional Indonesia (THI), dan Anggois
Kepolisian Negera Republik Indonesia (PCLEI].

Pejabat Negara adaian:

a. Presiden «dan Wakil Presiden,

b, Ketua, ‘Wakl Ketua, dan Anggota Majelis
Permusvewaratan Rakyat;

e, Ketum, Wakil Ketua, dan Anggotn Dewar Perwakilen
Rakyat;

d. Ketua da::. Wakil Ketua Mahkamah Konsiitusi seria
Hakim Kepstitusi;

e. Ketua, Wakil $ctus, Ketua Muda, dan Hakgim Agung
pada Mahkamah Agung;

f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Perndilan Tata
Usaha Negara. Peradilan Agama, Peradilan Militer ¢lan
Hakim vong dipekerjakan untuk mugss peradilan
[vuaatizial);

g Kerma, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;

Ketue, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemerikss

Eetiamge;

i. Kems dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi,

Ketus, Wakil Ketaa, dan Anggota Komis! Vadisial,

k. Mentari dan Jabatan yvang sctingkat Menuesi;

I, Kepala Perwakilan Republik Indonesla yang
berkeclucukan sebagai Duta Besar Luer Biasa dan
Berkuasa Penuh.

m, Gubermur dan Wakil Guberniur; dan

n. Bupati/Walikata dan Wakil Bupati/ Walki Walikota,

.

T

&, Penerims .. -
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3. Penerima persiun adalab:

Penaiunan Pegawai Negeri;

b, Pensiunan Pejabet Negara,

Pererima pensiun Janda/Duda/Anak dan penerima
pensiun sebagaunana dimaksud dalam huaruf & dan
hurul b dan

Peperirna penaiun Orang Tue dar: PNS yeng tewas

4, Penerima tunjangan adalah:

Penerimn Turjangan Veteran;

Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite
Masional Indenesia Pusat;

Penerima Tur jangan Penghargaan Perinliz Pergernkan
Kebanpsaan/Kemerdekaan;

Penérima Tunjungan Janda/Duda dari Penenma
Tunjangan scbegaimana dimaksud dalem hural a,
huref b, dan huraf ¢;

Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk
Nederland  Indonesisch  Leger/Keninklijjk  Maring
(KNIL /KM);

Pener-ma Tunjangan Anak Yatim/Fiatu Angeots
THI; POLRL;

Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLR] bagi yang
diberheatikan dengan hormat yang masa dinas
keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan
kurang dan 15 (lima belas) tahun;

. Penerima Tunjengan hersifat pensiun TNI/POLRI bagi

yang diberhentikan dengan hormat yang mase cinas
keprajuritarnya antara 15 (lima belas] tahun sampa
dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahusy

i, Penenma . . .

Hd
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1. Pencrima Tunjangan Orang Tua bagl Anggota
THI/FOLRI yang gugur; dan
j. Penecrima Tunjangan Cacat.

Paszl 2

(1} Pegawal Megeri, Pejabat MNegara, dan Penerima Pensiun/
Tunjangan  diberikan  gaji/pensiun/tunjangan  btilan
ketipa belas dalain Tahun Anggeran 2013,

(2] Pegewal Megeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
LErmasuR:

a. Pegawai Negerl vang ditempatkan atau ditugaskan di
luar negeri;

b. Pegawai Negeri yvang dipekerjakan di huar instansi
Pemerinaah vang gajinya  dibayar cleh  instansi
indukeya;

e, Pegawsi Neger yvang diserhentikan sementara;

d. Pegawai Negeri penerima uang tunggu, dan

e. Calon Pegawii Negeri.

(3] Pegawai Negeri sehagaimana dimakaud pada avat (1)
tidak termesuk Pegawai Neger: yang sedang menjalani
cuth di [usr tangpungan negara atau yang diperbantakan
di Tuar instensi Pemerintah.

Fass] 3

(1} Besarnya gajifpensiun/tunjangan bulan <ectiga Selas
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar
penghapilan  scbulan  vang  diterima  pada  bulan
Junin 2013.

{2) Dalam . .
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(2) Dalam hal penghasilan sebulan yang diterime pads
bulan Juni 2013 sebagaimana dimaksud ayat (1) belum
dibavarkan sebesar hak yang seharusnyve diterima,
kepada wang bersanghutan tetap  diboerikan  selisih
kckurangan gaji/senslun/tunjangan bulan ketiga belas.

() Penghasilan scbagaimane dimakeud pade eyat (1) bagi:
B, Pegawei Negeri dan Pejabat Negara meliputi gajl

pokok, unjengan keluarga, tunjangan jabatan/
tunjangat urmum, dan tunjungan kinerja Tunjangan
Khugus Pembina Keuangan Negara (THKPKMN]:
b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan
kcluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
c. Penerime tunjangan hanya menerima tunjangan
sosusd peratumn perundang-undangon.

(4) Besaran penghasilan sebagaimana  dimalsud  peda
ayal (1) tidok twrmasuk jenis-jenis tunjsngan bahaya,
tunjangun resiko, fupjangan pengamanan, tunjangan
profesi/tunjangan khusus Guru dan Desen/munjangan
kehiormatan, tambahan penghasilan bagi Gura PNS,
insentif khusus, dan mwnjangan lain yang ssjenis dengan
tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetapikan dengan
peraturan perundang-undangan serta tunjangan/ inse nuf
yang bersumber dari Pererimaan Negara Bukan Pajak.

(3] Penghasilan sebagaimana dimaksue pads svat |2)
sebelum  dikenakan potongan  juran  bBerdasarken
peraturan perundang-undangan.

Pagal 4 . . .
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Prasal 4

Pemberinn Rajl/ pensiun/ tunfangan bulan Ketign belas
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibavarkan pada
bulan Juni 2013,

Dalam hal pemberian #aji/pensiun/ tunjangan  bulan
ketign belas  belum dapat dibayarkan pada  bulan
Juni 2018, sembeyaran ssbagaimana dirukeaud pada
avat ([] dilnl-:ulgm setelah bulan Juni 2012,

Passl 5

Dalarm kel Pegawai Negeri, Pejabat Negara, den Penerima
Pensiun/Tunjangan  mencrita  labin dari - paty
penghasilan  sebagaimana  dimaksud dalam Posal 3,
gaji/ pensiun/tunjangan  bulan ketign  belas hanya
diberikan  =alah  saty vang  jumlafhnya  lebih
menguntunglkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapar Pegawai
Negerl, Pejasat Negara, dan Penerima  Penaiun /
Tunjangan yang menerima  lebik dari  zam  jenis
penghasilan, kelebthaa pembayaran terasbur merupakan
utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai
dentgan peraturan perundang-undangan.

Pasal &

Penerima gaji terusan dari Pegawai  Negeri/Pejabat
Negarn vang menicggn) dunia atay lewas diberikan gaji
bulan ketign belas saehesar penghasilar gaji terusan yang
diterima pada bulan Juni 2013,

(2) Penerima, , |



[2) Penerima gaji dari Pegawsi Negeri/Pcjabat Negara
dinyatakan hilang diberikan gaji bulan ketiga
schesar  penghssilan  yang  diterima  pada  bglan
Jurni 2013,

(3] Pembayaran gaji bulan ketdgn belas se
dimaksud pada ayat {1) can ayat (2] dibsbankan
instansi atau lembegs t=mput Pegawai Negeri/Pej
Negara bekeria,

Pasal 7

{l] Peneriman pen&iun tcrussn dari pensiunan  Pegawai
Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan
pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan mmn
terusan yang diterima pada bulan Juni 2013.

2] Penerima penaiin dari pensiunan Ft?wlﬂ
ATy

Negeri/Pejnbat Negara yang dinyatakan hilang dibe
pensiun bulan ketigas belas sebesar penghasilan pen
yang diterima pada bulan Juni 2013

2agal 8

Ketentuen delam Pernturan Pemerintah ini berlaku jugs bagi
Retus, Wakil Kewae, don Anggota Dewan Perwakilan Dasrah,
pejabat  lain  yang hak  keuvangan/administratifnyva
disetarakan /setingktat Mentari, dan Wakil Menteri,

Patal 9

Anggaran yang diperukan untuk pelaksanaan Peratran
Pemerintah ini dibebankan pada;

o, Anggarary . .
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a, Anggaran Pendapaten dan Belanja Negara bagi:
1. PHS Pusat;
2. Anggota TNI;
2. Anggsls POLEY:
4. penerimea pensin;
5. penerime (unjangan;
6.

Peiabat Megarn selain Gubernur dan Walkil Gubernur,
Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Waliko;

7. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah;

8. pejabat lain yang hak keuangan/admenistratifnya
disetarakan /s=tingkat Menteri; dan

9. Walkil Menter!,
b. Anggaran Pendapaten dan Belanja Dacrah bagi:
1. PNS Dacrah;
2. Gubernur dan Wakil Gubemur;
3. Bupati/Wakil Buparti dan Walikota/ Wakil Walikota,

Pasal 10

Ketentuan lebih  lenjut mengenal  teknis  pelaksanaan
Pernturan Femerintah  ini  diatur oleh meateri yang
menyelenggarakan urasan pemerintohan di bidang keuangan.

Prsal 11

Pernturan Pemerintabh  ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

ARET. ..
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Agar  setinp  orang meéngetahuinya,  memcrintahkan
penpundangan Peraturan Pemerintah ini  dengan
penempatannyva dalam Lembaran Negara Republik Indonesis.

Ditetaplan di Jakarta
pade. anggal 20 Juni 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
thd.
DR, H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONG

Diundangkan di Jakarta
tanggal 200 Juni 2013

ERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUSBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEHB-&F.AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 109
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FENJILASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 20123
TENTANG
PEMBERIAN GAJL/ PENSIUN/TUNJANG AN BULAN KETIGA BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NECGERI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENZRIMA PENSIUN STUNJANGAN

L LJM'UH

Dalam  rangka usata  pemerintah untuk  meningkatkan
kesgjahteraan dan meringenican biaya hidup Pegawai Nogeri, Pejubar
Negarn, dan Penerima Pengiun/Tunjangan dalam tahun 2013, pertu
memberikan tambahan perghasilar berupa gaji/ pensiun/tunjangan bulan
wetiga belas,

Pemberian gaji/ pensiur ftunjergan bulan ketiga belas diberikan
gan  memperhatikan  kemampuan keuangan negara, sehinggn
ebijakan besaran gaji/ pensiun/tunjangan, diberikan secars proporsiorial
rdasarkan penghasilan setiap bulan. Namun demikian bagi Pegawai
egeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan Yang menerima
bih dari satu jenis penghasilan, banya diberikan solsh satu yang
jumlahnya lebih menguntungkan. Apahila Pegawai Neger:, Pejebat Negara,
n  Penerimg, Pensiun /Tunjangaa  tersebut Juga sebagal Penerima
nsiun/Tunjangan janda/dida maka kepada yang bersangkutan
iberikan pula pensiun/tunjangan janca/duda bulan ketign heas.

Penetapan  Peraturan  Pemerintah ini dimaksudkan wntalk
mberikan  landasan  hukum bagi  pelaksanaan  pemberian
ji/ pensiun /tunjangan bulan ketiga belas bagl Pegawa) Negeri, Pejabar
cgara, dan Penerima Pensivm ' Tunjangan, schagaimana telih ¢itetaphkan
m Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
ndapatan dan Belanja Negara Tahun Angraran 2013,

Il. PASAL .
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Fasal 2
Cukup jelas,
Pasal 3
Ayat (1)

Cubup jelas,
Ayat (2)

Cubup jelas.
Ayat (3)

Hurif a

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” melipud

tunjangan  j:batan struktural, munjangan  jabatan

fungsional, dan tunjangsn yang diperaamaksan dsngan

tunjangan joketan.

Yang dimaksud dengan "tunjangan yang dipersamakan

dengan tunjangan jebatan” adalah:

1. Tunjangen Tenaga Kependidikan;

2. Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengeanti
Mahkamah Pelayaran;

3. Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertenmu yang
ditugaskan pads Badar Pemeriksa Keuangar:

4. Tun angan . . .
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d4, Tunjangan Hakim:
5. Tunjangan Panitera;
6, Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
7. Tunjangar Penpamatl Gunungapi bagi PNS golongan |
dan golongan U, dan

8. Tunjangar Petitgas Pemasyarakatan.

Hurul b
Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan™ adalah
ambahan pénghasian bagl penerime pensiun Veng
karena perubahan pensiun pokok bara tidek mengalami
kenaikan penghasilan, miengilami peEnurunan
penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapt
kurang dari 5% [lima persen) sesuai dengan peraturan
perundang-uindangan.

Huruf c
Cukup jelas,

Ayat (4]
Jenis-jenis tunjangan yang dimaksud dalam ayat ini antara lain:
1. Tunjangan Pengelolaan Arsip Staus bagi PN3 d: lingkungan
Araip Nasiona Republik Indonesia;

2. Tunjangan Bahaye Radiasi bagi PN8 di lingkungan Badan
Pengawas Tenaga Wuklir;

3. Tunjangan Bahaya Nuklic bagi PNS di hoglungan Hadan
Tenaga Muklir Nas.onal;

4, Tunjangan Behaya Radiass bagi Pekerja Radiss;

5. Tunjangan . . .
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2.  Tunjangan Resiko Bahoya Keselamatan dap Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Persandian;

6, Tunjangan Pengamunan Persandian;

7. Tunjangan Resiko Suhaya Keselamatan dag Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan hagi
Pegawai Negeri di Lingky ngan Badan SAR Nasionai;

B. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, sera Tunjangan Kehormatan Frofesor;

9.  Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS:

10. Tunjangan Khusus Provinsi Papua,

11, Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri vang bekeria
dan hcrt:mp:nr smggal di dacrak terpeicil;

12. Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajuric THI dan PNS
yvang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan oada Pulay-
Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasar: dan

13, Tunjangan Khusus Wilayuh Pulau-Pulau  Kevil Terluar
dan/atay Wilayeh Perbatasan Bagi Pegawai Nsgeri pada
Kepaolisian Negara Republik Indonesia yang Bertupas Secara
Penuh pads Wilayah Puleu-Pulay Kecil Terlunr dan/atay
Wilayah Perbatasan, 4

Ayat (3)
Cukup jclas,
Paszal 4
Cukup jelas,

Fasal 5, .,
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Pasal 5
Avat (1)
Apabila  Pegawai Negeri,  Pejabar Negara, Pencrima
Pensiun/Tunjangsn mencrima lebih dari sasu penghasilan yang
berupa gaji dengan PeEnsun/ tunjangan  atag beberape jenis
pensiun/tunjangan makgy gqji,.fpenniunfu.m,jangnn atlan ketiga
belas hanya diberikan untuk salah satu yYang jumiahnya lebih
menguntunghan.
Apabila  Pegawai  Negeri, Pejabat  Negarn, -  Penerima
Pensiun/Tunjangan terssbut di atas jugn scbagai penerima
pensiun/tunjangan  jasds /duda meka  kepada yang
bersangkutan diberikan pula pensiun/tuniangan jenda/duda
bulan ketiga belas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
RFasal 6
Cukup jelas,
hasal ¥
Cukup jelas
Fasal 8
Cukup jelas,
Pasal 9
Cukup jelas
Paeal 10
Cukup jelas
Faeal 11
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
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Pasal 5
Ayat (1)
Apabila  Pegawal Neged,  Pejabar Negara,  Peoerima
Pensiun/Tunjangan mererima lebih dari satu perghagilas yang
berupa gaji dengan pensiun /tunjangan  atau beberapa jenis
pensiun/tunjangan maka gaji/ pensiun/tunjangan bulan ketiga
belas hanya diberikan untuk salah sam yang jumlehnya lehik
menguniungoan.
Apabila  Pegawai  Neger, Pzjabat  Negara, Penerima
Pensiun/Tunjangan fersebut di atas Jvgn schapai pencrima
pensiun/munjengan  jerda/duds maka kepada yang
bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangsn janda/duda
bulan ketiga belas.
Ayat (2)
Cukoup jelas,
Pagal &
Cukup jelas.
Pasal 7
1 li]ulr.upj:lna.
Pasal 8
Cukup jelas,
Faszal 9
Cukup jelas.
Hasal 10
Cukup jelas.
Rasal 11
Cubup jelas,
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